BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NCMOR 2> TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR. 57 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI,

DENGAN F4aHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2(PATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. baiwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah
khususnya di bidang Pengendalian Menara
Tele somunikasi telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi beserta
petinjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2013;

b. bahwa dengan memperhatikan index harga dan
perkembangan perekonomian serta hasil evaluasi
terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, perlu

dilekukan penyesualan tarif retribusi pengendalian
menara telekomunikasi;

¢ banhwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di aaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Pesturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bypati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Peivinjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Penendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Une sng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersin dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lerrparan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Uncang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Talekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahin 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);



10.

11

12,

I:ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenfang
Baugunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Iricionesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan lembaran
Neyara Republik Indonesia Nomor 4247);

Uridang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Peibentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Takun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 4348);

'ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
cerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[adonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran .
Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12

Tashun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844),

Udadang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
i{yaerah dan Retribusi Daerah;

indang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(L, mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 82 Tambeahan Lembaran Negara Republik
InZonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekwensi Rasio dan Orbit Satelit
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);



13.

14.

15

16.

L7

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 253,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pzmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Femerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah
¥ sbupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
~2hun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Reanublik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Ta‘a Cara Pemberian dan Pemanfaatzn Insentif
Penungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33
tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

45§38);

l?;‘c-raturan Menteri Pekerjaan Umurmn Nomor
Z1/PRT/M/2007  tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;

peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
T..&/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan
Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi
dzi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:
1& Tahun 2009 Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009
tercang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan

Rersama Menara Telekomunikasi;
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Menetapkan :

22,

23.

24,

25,

206.

27.

28.

Kepu<usan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
sebsgaimana telah Dbeberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4
Tahyn 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi

Kew:nangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10 );

Pe-zturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2
Tanun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keungan
Decrah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);

Perzturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya ‘Lembaran
Dacrah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Normor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38);

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2013
teniang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah
Ky paten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATJRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 37 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRI5USI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PASAL I

Bebe‘_répa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya

Nom~1 37 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten



({

Dharraasraya Tahun 2013 Nomor 37) diubah sebagai

berikus: :

Kstentuan Pasal 8 dihapus.

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB
yani BAB V A schingga BAB V A berbunyi sebagai
b&ﬁkut §

BABV A
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9 A

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua
puluh lima per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak
(N;IOPE Pajak Bumi dan Bangunan dari menara

telekomunikasi.

Resarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana
d_'i.;;_:aksuci pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketetapan
dari Kantor Pajak Pratama atau Institusi/Lembaga yang

mermbidangi.

D-lam hal menara telekomunikasi yang belum
mempunyai NJOP PBB, maka tarif retribusi
pengendalian  menara  telekomunikasi  ditetapkan
sehesar 2 % (dua per seratus) dari estimasi perhitungan
b_i_aya pembuatan baru bangunan menara dengan

memperhatikan ketinggian menara.

Estimasi Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi
berdasarkan Biaya Pembuatan Baru, scbagaimana
diznaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I

Feraturan Bupati ini.



PASAL II
Perat--an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar'; setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten

Dharinasraya.

1, 290, .....2014

Dltetapkan di Pulau Punjung

Dlunda.ngkan di Pulau £t Uunv
—tamegal ...\ duey |,.2014

S
Pembinia Utama Madya IV/a

NIP. 19560815 198610 1 GC1

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR .:=.



